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Hukum dalam perkara Pemerasan secara terencana yang dilakukan oleh oknum
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim
Pengadilan Negeri Kotabumi kepada tersangka Hadi Wibowo yaitu putusan
hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa namun setelah melakukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Hakim memutuskan terdakwa Hadi Wibowo
bin M. Hasan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dapat dilihat
karena hokum bukan hanya menjadi parameter keadilan, keteraturan, ketentraman
dan ketertiban tetapi juga menjamin kepastian hukum. Hakim dalam membuat
putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai perlunya
kehati-hatian serta di hindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat
formil maupun materil. Hakim yang cermat dalam merumuskan putusannya akan
menghasilkan putusan yang berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek
kepastian hukum. Apakah dasar pertimbangan hakim pengandilan tinggi tanjung
karang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana
pemerasan yang di lakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Bagaimanakah
dasar pertimbangan hakim pangadilan tinggi tanjung karang dalam menjatuhkan
putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, mencari literature-literetur
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan wawancara
secara lisan terhadap narasumber untuk mendapatkan data pendukung guna
penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan
hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan terhadap
pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan adalah secara yuridis yaitu
terpenuhinya minimal dua alat bukti dalam persidangan dan terdapat hal-hal yang
memberatkan terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan status
terdakwa sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dan menilai bahwa
perbuatan terdakwa bertendensi menganggu dan meresahkan masyarakat,
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khususnya para pengguna jalan lintas Sumatera. Secara filosofis, hakim
mempertimbangkan pemidanaan yang bersifat membina, agar terdakwa dapat
memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah pidana
penjara 10 (sepuluh) bulan. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara
10 (sepuluh) bulan. terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan
pemerasan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa,
korban, maupun masyarakat. Penjatuhan pidana tidak hanya untuk menimbulkan
efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi agar terdakwa menyadari
perbuatannya tersebut salah, sehingga dengan sadar tidak akan mengulanginya
lagi.

Penulis memberikan saran majelis hakim yang menangani tindak pidana turut
serta melakukan pemerasan di masa yang akan datang diharapkan untuk
mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, sebab tindak pidana berdampak
pada kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Selain itu untuk
memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya untuk mengantisipasi agar
tidak terjadi tindak pidana serupa di masa yang akan datang.
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